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Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu tindakan hukum yang memberikan hak
kepada debitor yang menghadapi kesulitan dalam membayar utang yang sudah jatuh tempo dan dapat
ditagih, untuk mengajukan rencana perdamaian. Rencana tersebut memungkinkan debitor untuk melakukan
restrukturisasi utangnya. Awalnya, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
PKPU (UUK & PKPU), tidak ada upaya hukum yang dapat digjukan terhadap putusan PKPU. Namun,
seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran dalam aturan terkait upaya hukum terhadap putusan PKPU.
Semulatidak diizinkannya upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU, namun kemudian Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-X1X/2021 mengubah hal tersebut. Putusan ini memungkinkan
pengaj uan upaya hukum kasasi terbatas terhadap putusan PKPU. Adapun perubahan ini berlaku ke depan
(prospektif) dan tidak berlaku surut (retroaktif), hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakpastian hukum
yang dapat timbul jika putusan tersebut diterapkan secara retroaktif. Lebih lanjut, meskipun Putusan MK
No. 23/PUU-XI1X/2021 memberikan izin untuk kasas terbatas, namun belum ada regulasi yang secara
khusus mengatur prosedur dan proses pengajuan kasas terhadap permohonan PKPU. Hingga saat ini,
pelaksanaan kasasi terhadap putusan PKPU juga belum diatur secara spesifik atau khusus oleh UUK &
PKPU. Oleh karenaiitu, peraturan mengenai kedudukan hukum kreditor di luar perkara dalam mengajukan
kasasi terhadap putusan PKPU juga masih berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pengajuan kasas
atas putusan pailit.

...... Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU)is aegal action that gives debtors who are facing
difficultiesin paying debts that are due and collectible the right to submit a peace plan. This plan allows
debtorsto restructure their debts. Initially, according to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and
PKPU (UUK & PKPU), no legal action could be filed against PK PU decisions. However, over time, there
has been a shift in the rules regarding legal action against PKPU decisions. Initialy no legal action was
permitted against the PKPU decision, but then the Constitutional Court Decision Number 23/PUU-
X1X/2021 changed this. This decision allows the filing of limited cassation efforts against PK PU decisions.
This change appliesin the future (prospective) and does not apply retroactively, thisaims to avoid legal
uncertainty that could arise if the decision is applied retroactively. Furthermore, even though MK Decision
no. 23/PUU-X1X/2021 provides permission for limited cassation, but there are no regul ations that
specifically regulate the procedure and process for submitting cassation against PKPU applications. Until
now, the implementation of cassation against PKPU rulings has also not been specifically regulated or
specifically by UUK & PKPU. Therefore, the regulation regarding the legal position of creditors outside the
casein filing cassation against the PKPU decision also still applies mutatis mutandis to the provisions for
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filing cassation for bankruptcy decisions.



